KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Ayo Kemenhut, fokus selesaikan persoalan
: Senin, 22 September 2025
: Rakyat Merdeka

03

Buktikan Keseriusan, Senayan Berl Motivasi

Ayo Kemenhut, Fokus Selesaikan Persoalan

WAKIL Ketua Komisi [V DPR
Alex [ndra Lukman meminta
Kementerian Kehutanan {Ke
menhut) fokus menyelesaikan
sty kasus kehutanan secara tun-
tas sebagai proyek perconiohan.
Penyelesaian konkret ini akan
memberikan bukti nyata kepada
masyarakat hahwa Pemerintah
serius menuntaskan persoalan
kehutanan.

Alex mengatakan, Indonesia
memiliki wilayah yang luas.
Namun, di saaf yang sama, pro
blem yang dimiliki juga sangal
kompleks. Untuk itu, dia meminta
Kemnenhut menyelesaikan mini
mal satu persaalan. Coniohnya,
asus anak gajah matl di Taman
Nasional Tesso Nilo, Riau, vang
cukup jadi sorotan.

“Tuntaskan setuntas-tuntas.
nya, sehinpga ketika persoalan
datang, pengaduan berikutnya
datang, kita sudah menunjukkan
keseriusan. Oh, ini sudah kami
selesaikan," tegas angaota Fraksi
PDIP itu dalam keterangannya,
Sabtu (20/8/2025).

Alex menilai, pola kerja ke-
menterian selama ini terlaly
banyak berfokus pada perenca

iaan tanpa diikuti eksekusi hing
o3 tuntas, Sementara, persoalan
akan terus muncul. "Belum
soal lahan transmigrasi yang
kemudian jadi kawasan hutan,
memang tersehar hampir di
seluruh Indonesia. Aya fokus,
salu kita selesaikan,” ueapnya.

Selain i, dia jupa mengingat
an agar Kemenhut idak menam
hah persaalan baru dengan mem
berikan izin pemanfaatan hutan
ol pulau-pulau kecll. Contahnya,
kasus pemberian izin di Pulay
Sipora, Provinsi Sumaters Barat,
vang memanfaatkan butan hingga
sepertipa darl pulau tersebut,
"Kalau begitu namanya nambah
masalah. " katanya

Senada, anggota Komisi [V
DPR Alien Mus menyoroli per-
masalahan pelepasan kawasan
hutan vang dialihfungsikan
untuk kepentingan desa maupun
hutan adat. Pemerintah Pusat
dan Darah diminta lebih serius
dalam menyelaraskan tata ruang
agar tidak menimbulkan tum
pang tindih kewenangan,

“Tahun 2022-2023 kema
rin juga kami mengalami hal
yang sama lentang bagaimana

Alex Indra Lukman

pelepasan kawasan bulan dialih
funsikan kepada pedesaan, atau
disitu juga ada hutan adat,” ujar
Alien,

Dia juga meminta Pemerintal
membuat peta jalan atau road
map Rencana Tata Ruang dan
Wilayah (RTRW) dari guberaur
dan bupati atau wali kota. Darl
peta tersebut akan terlihat siapa
yang mengeluarkan izin dan
apakah penerbitannya untuk ka

wasan hutan atau unak pemuki
man. “[ni banvak sekali terjad,
tolong diminta. Saran saya se
perti itu, biar cepat,” tegasnya,

Selainitu, Alien juga menying
pung maraknya isu pembukaan
lahanuniuk pertamhbangan di luar
izin pinjam pakai kawasan hutan
(IFPKH). Penegakan Hukum
(Gakkum) Kemenhut diminta
menyerahkan data pelepasan
kawasan hutan dari tahun 2020

hingga 2025, untuk memastikan
kepatuhan aturan.

"behingga kit mengetahui
persis, apakah vang dilakukan
Satgas benar atau tidak, hak dari
periambangan maupun perke
hunan kelapa sawit. Karena
Komisi IV berfungsi sehagai
pengawasan, tegas politikus
Partai Golkar itu,

Terkait hal tersebut, Menhut
Raja Juli Antoni sepakat dengan
mastkan Alien. Dia ingin ada
pembaruan tata ruang di daerah,
Secara khusus, Raja menyebut
kasus di Provinsi Nusa Tenggara
Timur (NTT}. agar kebijakan
pelepasan kawasan hutan lebih
{Epat sasaran.

"Saya sefuju Bu Alien tentang
fata ruang. Kalau kita ingin lebih
konsisten bekerja untuk merapi
hanitu, maka harus ada perubahan
fata ruang, " wjar politikus PS] i

Menurut Raja, pembaruan
fata ruang harus melibatkan lin
fas sektor, termasuk ATR/BEN,
Dengan demikian, Pemerintah
bisa memetakan kawasan hutan
dan Areal Penggunaan Lain
(APL) secara lebih baik dan se
sual perkembangan terbarn, m pys
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